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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk
mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-
gejala kekuasaan dalam masyarakat.Dengan demikan Negara memerlukan manusia
untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang
Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan
otonomi daerah.Hal ini sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang 1945 dimana daerah
diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya pemerintahan daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat melalui otonomi luas, daerah

diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip



demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta potensi dan keragaman daerah

dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “pemerintah pusat selanjutnya disebut
dengan pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan daerah yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah
penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
yang sampai sekarang ini masih berlaku kedudukan desa dan kelurahan adalah satuan

pemerintahan yang paling rendah dalam system pemerintahan di Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kedudukan kecamatan dibentuk dalam
pasal 221, sementara kelurahan dibentuk dan diatur dalam pasal 229 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikatakan kelurahan dibentuk

dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah.Selanjutnya



dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 ayat (2) dikatakan kelurahan
dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat
kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.Selanjutnya dalam pasal 229
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat (3) lurah diangkat oleh bupati/wali kota
atas usul sekda dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang Undangan. Dan dalam pasal 229 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 ayat (4) lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.

b. Melakukan pemberdayaan masyarakat.

c. Melaksanakan pelayanan masyarakat.

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

g. Peraturan perundang-undangan.

Kelurahan sebagai satuan administrasi pemerintahan terendah yang berkedudukan
dibawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dengan
masyarakat.Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
tentang kedudukan dan tugas lurah pasal (3) nomor 73 tahun 2005. Dalam pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pemerintahan kelurahan

ditegaskan bahwa tugas Lurah adalah:



a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan
b. Melaksanakan pembangunan

c. Melaksanakan kemasyarakatan

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang

kelurahan disebutkan fungsi Lurah adalah:

1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan

2) Pemberdayaan masyarakat

3) Pelayanan masyarakat

4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan pada

BAB IV susunan organisasi pasal 6

1) Kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan

2) Perangkat kelurahan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dari
sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya (4) empat seksi serta
jabatan fungsional.

3) Dalam melaksankan tugasnya, perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), bertanggung jawab kepada lurah.



4) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diisi dari pegawai
negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas usul
camat.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah

kabupaten/kota.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa salah satu yang menjadi Fungsi
Lurah adalah “PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN”.Yang mana
pembinaan lembaga kemasyarakatan Khususnya RT/RW yang menjadi salah satu
study atau fokus peneliti. Pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dilakukan terhadap
setiap lembaga yang ada di kelurahan dan terdiri dari RT dan RW, PKK, Karang
Taruna hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dari
lembaga kemasyarakata yang ada.
Dari sejumlah fungsi yang menjadi tanggung jawab seorang lurah maka ini
menggambarkan bahwa ruang lingkup kegiatan lurah disamping tugas-tugas lain,
yakni melaksanakan sejumlah tugas pokok yang dijelaskan pada pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

Dari sejumlah fungsi yang menjadi tanggung jawab seorang lurah maka ini
menggambarkan bahwa ruang lingkup kegiatan lurah disamping tugas-tugas lain,

yakni melaksanakan sejumlah wewenang yang di limpahkan oleh Bupati/Walikota



sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada pasal 4 ayat (2) yang
mana fungsinya sebagai berikut:

a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyrakat dalam
kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada
masyarakat, penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan
serta;

d. Pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara
partisipatif;

e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya
gotong royong masyarakat;

f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya;

g. Serta keserasian lingkungan hidup;

h. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenalan, penyalahgunaan obat
terlarang (narkoba) bagi remaja;

i. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

J.  Pemberdayaan dan perlindungan hak poliyik masyarakat; dan

k. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah

desa/kelurahan dan masyarakat.



Lebih lanjut disebutkan Soekanto,(1982;173) bahwa Lembaga Kemasyarakatan yang
bertujuan memenuhi  kebutuhan-kebutuhan pokok Manusia pada dasarnya
mempunyai fungsi:

a. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka harus
bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam
masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.

b. Menjaga keutuhan masyarakat.

c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system
pengendalian sosial (social Control) artinya system pengawasan masyarakat
terhadap tingkah laku.

Tabel 1.1. Skripsi Terkait Terdahulu Tentang Fungsi Lurah Dalam
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Persamaan dan Perbedaan

No Nama Judul Persamaan Perbedaan
Peneliti
1 2 3 4 5
1 Silvia Studi Evaluasi 1. Sama-sama | 1.Penelitian
Angraini Pelaksanaan Tugas | meneliti tentang Pelaksanaan Tugas RT
(987310068) | RT dan RW Lembaga dan RW ini dilakukan
Tahun 2004 | Berdasarkan Perda | Kemasyarakatan di Kecamatan Rumbai
Nomor 12 Tahun Dan berada Pesisir, Penelitian
2002 Di Kelurahan | Dibawah Floriana Rahayu
Meranti Pandak Pemerintahan dilakukan di
Kecamatan Rumbai | Kabupaten/Kota, Kecamatan Marpoyan
Pesisir Kota dibawah Damai, Penelitian




Pekanbaru

2 Floriana
Rahayu
(127310533)
Tahun 2015

Peranan Lurah
Dalam Pembinaan
Kelembagaan
Rukun Warga Di
Kelurahan
Sidomulyo Timur
Kecamatan
Marpoyan Damai
Kota Pekanbaru

3 Roni Palsa
(117311000)
Tahun 2013

Pelaksanaan Fungsi
Lurah Dalam
Membina RT dan
RW Di Kelurahan
Pangkalan Bunut
Kecamatan Bunut
Kabupaten
Pelalawan

Kecamatan melalui

Kelurahan/Desa

Roni Palsa di
Kecamatan Bunut

2. Penelitian ini
dilakukan tahun 2016,
Penelitian Silvia
Anggraini dilakukan
Tahun 2004,
Penelitian Floriana
Rahayu dilakukan
Tahun 2015,
Penelitian Roni Palsa
dilakukan Tahun 2013

Sumber: Modifikasi Penulis, 2016

Dengan adanya Lembaga Kemasyarakatan dimaksudkan untuk dapat

memelihara dan melestarikan nilai gotong royong, menumbuh kembangkan peran

serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya

guna dan berhasil guna.

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan merupakan sebuah kegiatan yang harus

ada, yang mana tujuannya yaitu membimbing atau melatih lembaga kemasyarakatan




yang ada di desa/ kelurahan, seperti memberikan RT/RW tentang Administrasi,
sehingga tidak terjadi kesalahan, serta dapat meningkatkan potensi masyarakat agar
lebih inovatif dan berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Pentingnya pembinaan dilakukan karena selain pemerintah memerlukan
Lembaga Kemasyarakatan dalam mendukung program pembangunan pemerintah
baik dalam pembangunan fisik dan non fisik, juga lembaga-lembaga kemasyarakatan
yang ada baik di desa atau kelurahan bukanlah lembaga yang betul-betul timbul dari
masyarakat desa atau kelurahan tersebut. Karena itu perlu pembinaan sebagai usaha
memelihara dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Santoso (1995:52)

Pentingnya pembinaan yang dikemukakan oleh Santoso sudah jelas bahwa
pembinaan merupakan suatu kegiatan untuk membimbing atau melatih agar sasaran
dalam pembinaan dalam hal ini lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan
seperti RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan lain-lain bermanfaat bagi pemerintah
dan masyarakat kelurahan kampung dalam itu sendiri, sehinggga nantinya menunjang
akan pembangunan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat di kelurahan itu
sendiri. Dikelurahan Kampung Dalam terdapat bermacam-macam Lembaga
Kemasyarakatan yang mendapat Perhatian Untuk dibina, adapun lembaga tersebut

yang terdapat di kelurahan kampung dalam yaitu:
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Tabel 1.2. Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan
Kampung Dalam

No | Nama Lembaga Kelurahan Kampung Dalam | Jumlah

1 PKK 1

2 LPM L

3 Karang Taruna 1

4 Rukun Warga 6

5 Rukun Tetangga 22
Jumlah 31

Sumber : Kantor Lurah Kampung Dalam, tahun 2016

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa Lembaga masyarakat yang
terdapat di kelurahan Kampung dalam yang terbanyak adalah Lembaga RT sebanyak
22 dan RW sebanyak 6 keberadaan kelembagaan RT dan RW ditengah-tengah
masyarakat dianggap sangat penting karena lembaga ini berperan sebagai lembaga
sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Lembaga RT/RW dijadikan oleh masyarakat
selain sarana untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan, juga membantu
Pemerintah daerah dalam hal pelayanan masyarakat seperti pembuatan administrasi
kependudukan sampai pada perpanjangan tangan pemerintah untuk membawa pesan

pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat dan demikian pula sebaliknya.

Selain itu, sesuai dengan tugas lurah yang dijelaskan sebelumnya, fungsi lurah

diantaranya melakukan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, dari data yang penulis
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dapatkan di kelurahan Kampung Dalam juga memiliki program pembinaan RT/RW

oleh lurah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.3. Agenda Pembinaan RT dan RW di Kelurahan Kampung Dalam
NO | Hari/Tanggal | Agenda Pertemuan Lokasi
Seni Melakukan Penyuluhan kepada RT/RW | Aula kantor
1. v tentang ketentraman, Kketertiban seperti | Lurah
19/01/2017 pembuatan pos ronda di setiap wilayah Kampung
kerja RT dan RW Dalam
Kamis Memberikan Bimbingan Tentang tata ﬁller:hKantor
2. cara pembuatan administrasi Kamoun
08/03/2017 kependudukan bung
Dalam
Lurah Memberikan pengarahan kepada Aula Kantor
3. Rab RT dan RW dalam menjaga kebersihan Lurah
11/06/2017 _ i Kampung
lingkungan seperti gotong royong Dalam

Sumber: Kantor Kelurahan Kampung Dalam, 2017

Dari tabel 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh
Lurah Kampung Dalam kepada RT/RW masih bersifat umum, yaitu hanya pertemuan
dan mengumpulkan RT/RW dalam 3 bulan sekali di aula Kantor Kelurahan Kampung
Dalam. Walaupun demikian, kejahatan-kejahatan social masih juga sering terjadi dan
pelanggaran ketertiban umum masih juga ada. Dari pertemuan setiap 3 bulan Sekali
ini masih terdapat juga RT/RW yang tidak dapat hadir. Hal ini menunjukan bahwa

kurang dinamisnya kegiatan lembaga RT/RW yang ada di kelurahan Kampung
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Dalam. Bila kita kaji lebih mendalam, lurah merupakan sebagai pejabat yang diberi
otoritas untuk melakukan tugas-tugas pembinaan terhadap lembaga-lembaga
kemasyarakatan tersebut sebagai sumber daya guna mempercepat tercapainya

masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera.

Rukun Tetangga menurut pasal 11 butir 3 Kepres Nomor 49 Tahun 2001 yaitu
Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah  masyarakat setempat dalam rangka pelayanan

pemerintah dan kemasyarakatan yang di tetapkan oleh Desa dan Kelurahan.

Menurut Rauf (2005;42) tujuan pembentukan Rukun Tetangga untuk
memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan gotong
royong dan kekeluargaan, dimana gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-
sendi utama dalam kehidupan masyarakat di indonesia.

Sedangkan menurut Rauf (2005;97) pengertian Rukun Warga adalah rukun
warga merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, dari
masyarakat setempat, dan bukan termasuk pemerintah,pemerintah dalam hal ini
hanya berfungsi mengakui lembaga rukun warga tersebut selanjutnya dibina oleh
pemerintahan kota/kabupaten yang dalam hal ini adalah kelurahan.

Kemudian dijelaskan Rauf, (2005;98) adapun maksud dan tujuan dibentuknya
RW adalah membantu pemerintah kota dalam memperlancar pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, serta
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menghimpun seluruh potensi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan
kesejahteraan.

Jika kita melihat fakta yang terjadi pada saat ini, keberadaan RT dan RW
sangat penting karena mengingat perannya yang begitu besar dalam kehidupan sosial
masyarakat. Masalah sosial yang terjadi saat ini seperti hal nya tindakan kriminal,
yang sering terjadi Seperti adanya warga dari masyarakat yang memproduksi
narkoba, berkembangnya paham radikalisme dan aliran sesat di tengah-tengah
masyarakat serta isu-isu teroris.Yang mana saat ini begitu meresahkan masyarakat.
Dan itu tidak terlepas dari peran lembaga RT/RW yang lalai dalam mengawasi
masyarakat sekitarnya. Maka dari itu pentingnya keberadaan Lembaga RT/RW dalam

mengawasi dan menjaga ketertiban, ketentraman warga sekitarnya.

Selain melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dalam membangun
kegiatan masyarakat Kampung Dalam, kegiatan lurah yang lain adalah melakukan
pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan sebagai
salah satu tugas lurah dalam melaksanakan tugas pemerintahan karena bila
Pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan berhasil, makatugas
pemerintahan  kelurahan semakin ringan karena dibantu oleh Lembaga
Kemasyarakatan yang ikut bersama pemerintah kelurahan menjalankan kegiatan
pembangunan. Lurah melakukan berbagai pembinaan terhadap Rukun Tetangga dan

Rukun Warga sebagaimana data tabel berikut:
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Tabel 1.4. Pembinaan Lurah Terhadap Lembaga RT/RW di Kelurahan
Kampung Dalam
No Pembinaan Bentuk Terlaksana | Tidak
Terlaksana
Penyuluhan ketentraman| Adanya pertemuan, Terlaksana
1 dan ketertiban sosialisasi dan
masyarakat musyawarah kepada RT
dan RW maupun HANSIP
tentang penjagaan
ketentraman, ketertiban
Pengarahan Menyarankan pembuatan | Terlaksana
9 ketentraman dan pos ronda di setiap RT dan
kebersihan Lingkungan | menjaga kebersihan
lingkungan seperti gotong
royong
Pembinaan administrasi | Memberikan Bimbingan Terlaksana
3 dan Petunjuk teknis

kepada RT dan RW dalam
administrasi pembuatan
surat pengantar Kartu
Tanda Penduduk

Sumber: Kantor Lurah Kampung Dalam, tahun 2017

Dari tabel 1.3. di atas terlihat sejumlah bentuk kegiatan pembinaan yang

dilakukan oleh lurah Kampung Dalam Kecamatan Siak yang dimana kegiatan lebih

bersifat

umum  Yyaitu

pertemuan

antar

lurah  dengan

Sejumlah

lembaga
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kemasyarakatan seperti ketua RT/RW dalam mempersiapkan lembaga RT/RW
menangani masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Bentuk Penyuluhan yang telah terjadi dilapangan adanya sosialisasi, diskusi
dan musyawarah yang dibuat untuk pembahasan suatu persoalan.

Pengarahan dalam pembinaan lurah yaitu memberikan arahan, petunjuk atau
langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ketua RT/RW supaya dapat menjalankan
tugas dan fungsinya, dan

Bimbingan lurah terhadap ketua RT/ RW adalah pedoman dan motivasi agar
lembaga RT/RW di kelurahan Kampung Dalam dapat menajalankan tugas dan
fungsinya masing-masing.

Dalam data yang dapat diperoleh penulis dapat menyimpulkan sejumlah
fenomena-fenomena yang terdapat di kelurahan Kampung Dalam kecamatan Siak:

1. Terindikasi kurangnya pembinaan Lurah pada RT/RW dalam melaksanakan
fungsi ketentraman dan ketertiban , hal ini dapat dilihat masih sering
pemuda-pemuda setempat berkumpul sampai tengah malam yg dapat
meresahkan masyarakat lainnya. Dan di wilayah kerja RT/RW seperti di
lingkungan sukaramai tidak terdapatnya Pos Ronda .

2. Terindikasi kurangnya pembinaan Lurah dalam memberikan pengarahan
pada beberapa lembaga RT/RW dalam melaksanakan fungsi ketentraman,
Kebersihan lingkungan, seperti diketahui dapat dilihat dari kurang aktifnya
sebagian warga masyarakat yang mengikuti jadwal siskamling secara

bergiliran yang telah di atur oleh ketua RT. dampak yang terjadi bila tidak
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adanya hal tersebut maka tingkat pencurian dan kehilangan maupun hal-hal
yang menyimpang di kelurahan pasti akan terjadi dalam kehidupan

bermasyarakat.

Berangkat dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul :
”Pelaksanaan Fungsi lurah Dalam Pembinaan Lembaga RT/RW di Kelurahan
Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak”

A. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas dimana telah dipelihatkan sejumlah

gambaran mengenai jalannya pemerintahan beserta mekanismenya, maka penulis
merumuskan masalah yakni tentang:“ Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan
Lembaga RT/RW Di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten
Siak?”

B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitan

a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi lurah dalam Pembinaan Lembaga
RT/RW Di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak

2. Kegunaan penelitian

a. Sebagai evaluasi pelayanan dalam pengurusan kartu tanda penduduk identitas

penduduk khususnya di Kecamatan Siak Kelurahan Kampung Dalam
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b. Sumbang pikir bagi mahasiswa dan mahasiswi ilmu social dan ilmu politik
pada umumnya di jurusan ilmu pemerintahan khususnya terutama dalam

pengembangan kajian ilmu pemerintahan.




